MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 53 TAHUN 2024
TENTANG

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta
Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; '

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor  203),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

—

0. Peraturan . ..



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETA
JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT.

Menetapkan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut;

Direktorat Kepelabuhanan;

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,;

Direktorat Kenavigasian; dan

Direktorat Kesatuan dan Penjagaan Laut dan Pantai;

MmO a0 TP

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA wajib digunakan sebagai bahan dalam
melaksanakan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil
Negara, pengangkatan dan penetapan ke dalam jabatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA digunakan sebagai bahan dalam
penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dan
penentuan peran/target dalam pengelolaan kinerja pegawai
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Uraian jenis kegiatan jabatan bagi jabatan fungsional

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional.
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertanggung
jawab terhadap koordinasi pembinaan peta jabatan dan
uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
bertanggung jawab terhadap administratif dan monitoring
pelaksanaan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan
jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut.

Sekretaris  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut
bertanggung jawab terhadap administratif dan monitoring
pelaksanaan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pimpinan unit kerja
dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
Keputusan Menteri ini berlaku harus telah menyampaikan
daftar usulan pengangkatan dalam jabatan
fungsional/jabatan pelaksana kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut guna proses lanjut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN disusun dengan
memperhatikan:

a. standar kompetensi jabatan;

b. peta jabatan;

C. penetapan kebutuhan oleh Menteri Perhubungan untuk
jabatan pelaksana;

d. penetapan kebutuhan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk jabatan
fungsional; dan

€. persyaratan lain yang dibutuhkan untuk jabatan yang
dimaksud.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
Pegawai yang memangku jabatan fungsional/jabatan
pelaksana pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat
dalam jabatan baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2022 tentang Peta
Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA BELAS . ..



KEDUA BELAS . Kkeputusan Menteri ini mulai  berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

fid.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Sekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal;

Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan

Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
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